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ABSTRAK 

 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN 

DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU 

PALEMBANG  

 

ADITYA PRAYOGA 

 

Penerapan sanksi pidana terhadap kasus pemalsuan dokumen ekspor impor di 

pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia, termasuk Pelabuhan Boom Baru 

Palembang, menjadi isu penting dalam menjaga integritas sistem perdagangan dan 

perekonomian negara. Pelabuhan Boom Baru, yang merupakan salah satu 

pelabuhan penting di Sumatera Selatan, memiliki peran strategis dalam kegiatan 

ekspor-impor yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain. 

Keberhasilan dan kelancaran operasional pelabuhan ini sangat tergantung pada 

sistem dokumentasi yang sah dan terpercaya. Permasalahan yang dikaji daam 

penelitian ini adalah: Bagailmana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus 

Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang? Apa 

Upaya Pecegahan Aparat penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan 

Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang?. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, 

sedangkan penedekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil 

penelitianya Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku biasanya mengikuti aturan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus 

lainnya, seperti Undang-Undang tentang Kepabeanan. Sanksi yang diterapkan 

dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada 

tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pemalsuan 

tersebut.Di Pelabuhan Boom Baru Palembang, penerapan sanksi pidana harus 

tegas untuk menjaga integritas sistem ekspor impor, mencegah kerugian negara, 

dan memastikan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan sah. Upaya pencegahan 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan 

dokumen ekspor impor di Pelabuhan Boom Baru Palembang sangat penting untuk 

menjaga integritas dan kelancaran sistem perdagangan internasional. Langkah-

langkah pencegahan yang efektif melibatkan berbagai tindakan, seperti 

peningkatan pengawasan terhadap dokumen ekspor impor, penggunaan teknologi 

untuk mendeteksi pemalsuan, serta kolaborasi antar instansi terkait, termasuk Bea 

Cukai, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dan 

masyarakat tentang dampak hukum dari pemalsuan dokumen juga merupakan 

langkah preventif yang krusial. Dengan pemberian pemahaman yang jelas 

mengenai risiko hukum yang dihadapi, diharapkan para pelaku ekonomi lebih 

berhati-hati dan patuh pada aturan yang berlaku. 

 

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemalsuan, Dokumen 

 

 

 



    

 

ABSTRACT 

 

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN CASES OF EXPORT-

IMPORT DOCUMENT FORGERY AT BOOM BARU PALEMBANG PORT 

 

ADITYA PRAYOGA 

 

The imposition of criminal sanctions for cases of export-import document forgery 

at major ports in Indonesia, including Boom Baru Port in Palembang, has 

become an important issue in maintaining the integrity of the country's trade 

system and economy.  Boom Baru Port, which is one of the important ports in 

South Sumatra, has a strategic role in export-import activities that connect 

Indonesia with other countries.  The success and smooth operation of this port 

heavily depend on a legitimate and reliable documentation system.  The problem 

examined in this research is: How is the application of criminal sanctions in cases 

of export-import document forgery at the Boom Baru Port in Palembang?  What 

are the Preventive Efforts of Law Enforcement Officers in Dealing with Export-

Import Document Forgery Cases at Boom Baru Port, Palembang?  The research 

method used in this study is the Qualitative Method, while the approach used is 

the Empirical Juridical.  The research results The application of criminal 

sanctions against offenders usually follows the rules in the Criminal Code (KUHP) 

and other specific regulations, such as the Customs Law.  The sanctions imposed 

can take the form of imprisonment, fines, or a combination of both, depending on 

the level of wrongdoing and the losses caused by the act of forgery. At the Boom 

Baru Port in Palembang, the imposition of criminal sanctions must be strict to 

maintain the integrity of the export-import system, prevent state losses, and 

ensure the creation of a healthy and legitimate business climate.  The preventive 

efforts undertaken by law enforcement in handling cases of export-import 

document forgery at Boom Baru Port in Palembang are crucial for maintaining 

the integrity and smooth operation of the international trade system.  Effective 

preventive measures involve various actions, such as increasing oversight of 

export-import documents, using technology to detect forgery, and collaboration 

among related agencies, including Customs, the police, and the prosecutor's office.  

In addition, educating business actors and the public about the legal 

consequences of document forgery is also a crucial preventive measure.  By 

providing a clear understanding of the legal risks involved, it is hoped that 

economic actors will be more cautious and comply with the applicable 

regulations. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Manusila melrupakan makhluk ilndilvildual dan sosilal yang akan melmbutuhkan aturan-

aturan dan norma-norma untuk melngatur tata cara pelrgaulan dil masyarakat. Manusi la 

selbagail zoon poli ltilcon tildak dapat telrlelpas daril ke lhildupan belrsama delngan manusila 

lailnnya. Ke lbelrsamaan ilni l se lri lng melnilmbulkan pe lrgelse lkan hak antara 1 ilndilvi ldu 

delngan ilndilvi ldu lailnnya. Untuk melnyellaraskan hak antar ilndi lvi ldu telrse lbut dilbutuhkan 

aturan untuk melnyelle lnggarakan kelhildupan masyarakat yang telrtilb dan telratur, 

selhi lngga aturan ilnillah yang kelmudilan mendapat legitimasi dari warga masyarakat 

dan diakui sebagai hukum.
1
 Hukum ilnil melngatur hubungan hukum. Hubungan hukum 

telrdi lril daril ilkatanilkatan antara ilndilvi ldu dan ilndilvildu, atau antara ilndi lvildu delngan 

masyarakat. Ilkatanilkatan iltu telrcelrmiln pada hak dan kelwaji lban. Olelh karelna hukum 

iltu be lrsi lfat abstrak, maka tatanan yang dilcilptakan olelh hukum iltu baru me lnjadil 

ke lnyataan, jadil hak dan kewajiban itu timbul karena hukum.
2
 

Hukum melrupakan hilmpunan pelraturan yang dilbuat olelh yang belrwe lnang belrtujuan 

untuk melngatur tata cara kelhildupan masyarakat yang melmpunyail cilri l melme lrilntah dan 

mellarang selrta melmpunyail si lfat melmaksa de lngan melnjatuhkan sanksi hukuman bagi 

yang melanggar.
3
 Hukum bersifat mengatur dan memaksa 

 

1
Siska Elvandari, Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada 

Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia, Bandung, Universitas Padjajaran, 2019. Hlm.1 
2
Veronica Komalawati, Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter, Jakarta, Sinar Harapan, 2020. 

Hlm.35 
3
 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020. Hlm.11 
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artilnya apabilla se lse lorang mellakukan suatu pellanggaran maka akan ada sanksilnya 

se lsuail delngan yang dil atur olelh Ne lgara Ilndone lsi la. 

Se lbagail nelgara hukum, Ilndonelsi la se llalu melnghelndakil wujud nyata daril si lste lm 

hukum nasilonal yang melngabdil pada ke lpelnti lngan nasilonal dan yang 

be lrsumbelrkan pada Pancasilla dan Undang-Undang Dasar 1945, se lbagailmana 

di lnyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bunyilnya ―Ilndonelsila adalah 

ne lgara hukum‖. Belrtilti lk tolak daril pe lmilkilran selbagail nelgara hukum iltulah dan 

kelilngilnan pelmelrilntah yang melnghelndaki l telrwujudnya silstelm hukum nasilonal yang 

mantap dan melngabdil ke lpada ke lpelnti lngan nasilonal, belrsumbelr pada Pancasilla 

dan UUD 1945, maka selsuail pelrkelmbangan hukum nasilonal 

di lbelntuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Te lntang Kelpabe lanan. Kelgi latan 

mellakukan pelmungutan dan pelngawasan lalu-lilntas barang elkspor-ilmpor dan 

se lgala tilndakannya harus dildasarkan pada hukum. Dil dalam nelgara yang 

belrdasarkan hukum, seltilap tilndakan pelnguasa nelgara harus belrdasarkan hukum. Olelh 

selbab iltu tilndakan pelnguasa nelgara untuk melmungut pajak harus dillakukan 

be lrdasarkan hukum posiltilf. Hal ilnil telrcantum pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 

1945 yang belrbunyi l: ―Pajak dan pungutan lailn yang be lrsilfat melmaksa untuk 

kelpe lrluan nelgara dilatur delngan Undang-undang‖. 

Pelrdagangan nasilonal maupun ilnte lrnasilonal me lngalamil pelrke lmbangan pe lsat. 

Telrli lhat daril se lmakiln belrke lmbangnya arus pelre ldaran barang, jasa, modal, dan tenaga 

kerja antar negara.
4
 Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan ilnil juga 

melni lmbulkan tuntutan daril masyarakat kelpada pelmelri lntah agar dapat 

 

4
 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo, 2019. 

Hlm 30 
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melmbelrilkan ke lpastilan hukum dalam duni la usaha. Hukum ke lpabelanan melnjadil salah 

satu sarana hukum untuk melngelndalilkan ke lstabillan dan kaildah-kaildah yang 

se lmelsti lnya di ljalankan dalam transaksil pe lrdagangan kususnya dalam belntuk e lkspor 

dan i lmpor. Hukum kelpabe lanan juga di lse lsuailkan de lngan konvelnsi l ilntelrnasilonal 

dan praktilk kelpabelanan ilntelrnasilonal. Olelh karelna iltulah, Ilndonelsila tellah 

melmbelrlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 telntang Kelpabelanan yang 

kelmudilan tellah dilrubah delngan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telntang 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 telntang Ke lpabelanan. 

Kelgi latan mellakukan pelmungutan dan pe lngawasan lalu-lilntas barang e lkspor-

ilmpor dan selgala tilndakannya harus dildasarkan pada hukum. Dil dalam ne lgara yang 

belrdasarkan hukum, seltilap tilndakan pelnguasa nelgara harus belrdasarkan hukum. 

Olelh selbab iltu tilndakan pelnguasa nelgara untuk melmungut pajak harus dillakukan 

belrdasarkan hukum posi ltilf. Hal ilnil telrcantum pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 

1945 yang belrbunyil: ―Pajak dan pungutan lailn yang belrsi lfat melmaksa untuk 

kelpe lrluan nelgara dilatur delngan Undang-Undang‖. Pasal telrse lbut sellailn melmbelrilkan 

dasar hukum bagil pelmungutan bela olelh pelmelri lntah selbagail pelnyellelnggara nelgara 

telrhadap rakyatnya selklilgus juga melngandung dasar falsafah pelmungutan bela 

telrse lbut. 

Tujuan dilbelntuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 telntang Kelpabelanan, pada 

prilnsilpnya untuk lelbilh melnjamiln kelpasti lan hukum, keladi llan, transparansil dan 

akuntabilliltas pellayanan publilk. Tilndak pildana pelmalsuan dokumeln pabe lan 

melrupakan tilndak pildana yang me lrugi lkan nelgara. Tilndakan 
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pelnyildi lkan sampail pada putusan pelne lrapan sanksil pildana melrupakan rangkailan hasi ll 

kelgilatan pe lngawasan pabelan. Tujuan pelngawasan pabelan adalah melmastilkan 

se lmua pelrgelrakan barang, kapal, pelsawat telrbang, kelndaraan dan orang-orang yang 

mellilntas pe lrbatasan Nelgara belrjalan dalam kelrangka hukum, pelraturan dan proseldur 

pabelan yang dilte ltapkan. Untuk melnjaga dan melmastilkan agar selmua barang, kapal 

dan orang yang ke lluar/masuk daril dan kel suatu nelgara melmatuhil se lmua keltelntuan 

kelpabelanan. Se ltilap admilni lstrasil pabe lan harus mellakukan kelgilatan pelngawasan. 

Kelgi latan pelngawasan pabelan harus mellilputil se lluruh pellaksanaan welwelnang yang 

dilmillilkil olelh peltugas pabelan dalam pelrundangundangannya yailtu melmelri lksa 

kapal, barang, pelnumpang, dokumeln, pelmbukuan, mellakukan pelnyiltaan, pelnangkapan, 

pelnye lgellan, dan lailn-lailn. 

Dalam rangka mellaksanakan pellayanan dil bildang elkspor dan ilmpor selcara langsung 

Dilrelktorat Jelndelral Bela dan Cukail melli lmpahkan welwe lnangnya kelpada kantorkantor 

pellayanan bela dan cukail seltelmpat untuk melngatur keltelrtilban atas lalu lilntas barang 

yang masuk dan kelluar daelrah pabelan selrta pelmungutan bela masuk dan bela kelluar. 

Dil kantor pe llayanan bela dan cukail se lte lmpat ilni llah, ke lgilatan pelnyelrahan 

dokumeln sarana pe lngangkut, dokumeln pelmbelriltahuan pe lbe lan, dan pelnyellelsailan 

kelwajilban pabelan lailnnya dillakukan. Selbagail gelrbang pe lrtama daril masuknya barang-

barang yang belrasal daril luar nelgelri l, pelgawai l Bela dan Cukail  me lmilli lkil  kelwajilban 

untuk melmbelrlakukan pelraturan pelrundang- 
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undangan yang selsuai l telrhadap jelni ls barang yang akan melni lnggalkan dan 

memasuki daerah pabean Indonesia.
5
 

Pe lntilngnya pe lne lliltilan ilnil se lti ldaknya dillandasil de lngan alasan belrilkut: Pelrtama, 

tilnggilnya tilngkat tilndak pildana kelpabelanan dil Ilndonelsi la; Keldua, potelnsi l ke lrugilan nelgara 

atas tilndak pildana kelpabe lanan. Pelrtama, tilnggi lnya tilngkat tilndak pildana kelpabe lanan dil  

Ilndonelsi la. Salah satu tilndak pildana yang marak telrjadil dil Indonesia adalah tindak 

pidana penyelundupan.
6
 Tindak pidana penyelundupan melrupakan tilndak pildana yang 

telrus me lnelrus selmakiln me lnilngkat dan selrilng telrjadil dil masyarakat. 

Keljahatan telrse lbut melrupakan hal yang sangat melmprilhatilnkan, selhilngga 

melngundang pe lmelrilntah untuk melnanggulangi l melluas atau belrtambahnya keljahatan 

pelnyellundupan yang mellanggar nillail-nillail dan norma-norma yang belrlaku dil dalam 

masyarakat selhilngga keljahatan telrse lbut olelh ne lgara diljadilkan selbagail pelrbuatan 

yang dapat dilpildana. 

Leltak gelografils Nelgara Relpublilk Ilndonelsila juga melmpelngaruhil maraknya tilndak 

pildana pelnye llundupan yang telrjadil. Leltak gelografils Ne lgara Relpublilk I lndonelsila 

yang telrdi lril daril wi llayah pelrmukaan bumil mellilputil 17.504 pulau belsar dan pulau kelcill, 

6.000 pulau yang tildak be lrpelnghuni l yang telrbe lntang selpanjang 3.977 mill, telrleltak dil 

antara Samudelra Hilndi la dan Samudelra Pasilfilk, dan jilka semua daratannya dijadikan 

satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.
7
 Delngan delmilkilan, selhilngga 

dilpe lrlukan pe lngawasan pelngangkutan barang yang 

 

5
 Alisarjuni Padang, Definisi Penanggulangan, http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/ defenisi-

penanggulangan.html, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.00 WIB 
6
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2019. 

Hlm 54 
7
 Anonim, Wikipedia ―Indonesia‖, http://id.wikipesia.org/wiki/Indonesia# Geografi, 

diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.30 WIB 

http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/
http://id.wikipesia.org/wiki/Indonesia
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dilangkut me llaluil laut dil dalam daelrah pabelan Nelgara Relpublilk I lndonelsila (daelrah 

pabelan) untuk melnghi lndaril pe lnye llundupan de lngan modus pelngangkutan antar pulau, 

khususnya barang-barang tertentu.
8
 

Melnurut data Kantor Dilnas TNIl Angkatan Laut, bahwa selki ltar 50.000 kapal pelr 

tahun mellilntas dil Sellat Malaka willayah Relpublilk Ilndonelsi la yang melakukan 

seperempat perdagangan dunia atau melintasi daerah pabean.
9
 Daerah pabelan adalah 

willayah Relpublilk I lndonelsila yang mellilputil wi llayah darat, pelrailran dan ruang udara dil 

atasnya, selrta telmpat-te lmpat telrtelntu dil zona elkonomi l elkslusi lf dan landasan kontilneln 

yang dil dalamnya belrlaku Undang-Undang Relpublilk Ilndonelsila Nomor 10 Tahun 

1995 telntang Ke lpabelanan se lbagailmana tellah dilubah de lngan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2006 telntang Pelrubahan Atas UndangUndang Relpublilk Ilndonelsi la Nomor 

10 Tahun 1995 telntang Kelpabelanan (Lelmbaran Nelgara Relpublilk Ilndonelsi la Nomor 

2006 Nomor 93 dan Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpublilk I lndone lsila Nomor 4661). 

Me lngilngat luasnya daelrah pabelan I lndonelsi la yaknil selluas willayah ke ldaulatan 

Nelgara Relpublilk Ilndonelsila, maka tildak mungkiln pe lmelrilntah mampu melne lmpatkan 

selmua peltugas Dilrelktorat Jelndelral Bela dan Cukail (Customs) dil selpanjang garils 

pelrbatasan dil selluruh willayah daelrah pabelan untuk melngawasi l kelluar dan masuknya 

barang dalam rangka kelgilatan elkspor dan ilmpor. Kondilsil se lpelrtil  ilni l  melnjadil  

pelluang bagil  para pe lnyellundup untuk mellakukan kelgilatan 

 

8
 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4661). 
9
 Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, dari http://www.suarakaryaonline.com/ new.html?id=1 2414, diakses 

tanggal 13 oktober 14.00 WIB 

http://www.suarakaryaonline.com/
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yang belrkai ltan delngan i lmpor dan elkspor tanpa melmbayar bela masuk dan pajak selrta

 bela kelluar kelpada Dilrelktorat Jelndelral Bela dan Cukail. Kelgi latan 

pelnyellundupan selpelrtil  i lnil  telntu melmbawa dampak nelgatilf yang melrugilkan 

lmasukan keluangan nelgara yang cukup be lsar. Ke ldua, potelnsi l kelrugi lan nelgara atas 

tilndak pildana kelpabelanan. Pelndapatan Nelgara Ilndonelsi la telrdilri l  atas 

pelnelri lmaan pajak, pelnelri lmaan bukan pajak dan hilbah. Dalam pungutan 

pe lrpajakan telrselbut telrmasuk pungutan be la masuk dan cukail. Te lrkailt delngan 

tilndak pi ldana pelnyellundupan, dilkeltahuil bahwa pildana pelnye llundupan melrupakan 

tilndak pildana yang melnilmbulkan kelrugilan nelgara dalam jumlah yang be lsar. 

Melnurut laporan Dilrelktorat Je lndelral Bela dan Cukail, Kelme lntelri lan Keluangan 

melncatat tellah melnggagalkan selbanyak 2.998 kasus pe lnye llundupan selpanjang tahun 

2012. Kelrugi lan yang diltanggung olelh ne lgara melncapail angka Rp. 247,78 

llilar. 

 

Melnurut laporan Dilre lktorat Jelndral Be la dan Cukail, Ke lme lntelri lan Keluangan 

melncatat tellah melnggagalkan selbanyak 4.752 kasus pelnye llundupan se lpanjang tahun 

2013. Angka telrse lbut melni lngkat silgnilfilkan daril tahun 

se lbellumnya dan melrugi lkan nelgara hi lngga melncapail Rp. 165,15 mi llilar. Daril total 4.752 

kasus, se lbanyak 3.690 kasus datang daril aktilvi ltas i lmpor, 237 kasus daril aktilviltas 

elkspor, fasilliltas se lbanyak 128 kasus dan cukail se lbanyak 697 kasus. Kasus telrse lbut 

melmi llilki l belrbagail macam modus. Modusnya dapat be lrupa lelwat jasa tilti lpan dan pos, 

lelwat kurilr, pellabuhan laut dan selbagailnya. Pada kasus 

10
 Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi 

Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 14 
11

 Fiki Ariyanti, Bea Cukai Gagalkan 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013, 

http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagalkan-4752-kasus penyelundupansepanjang 2013, 

diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB 

http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagalkan-4752-kasus%20penyelundupansepanjang%202013
http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagalkan-4752-kasus%20penyelundupansepanjang%202013
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pelnyellundupan narkotilka mellaluil bawaan pe lnumpang ada selbanyak 64 kasus 

se ldangkan pos dan jasa tiltilpan be lrjumlah 65 kasus. Pada tahun 2014, Dilre lktorat 

Je lnde lral Bela dan Cukail, Kelmelnte lrilan Keluangan melncatat tellah melnggagalkan 

se lbanyak 5.520 kasus pelnyellundupan. Melnurut Dilre lktur Je lndelral Bela dan Cukail, 

pe lnilndakan kasus telrselbut belrlangsung pada bulan Januaril sampail delngan bulan 

De lse lmbelr. Pada tahun 2014, modus opelrandil pe lnye llundupan se lmakiln canggilh, 

telrutama untuk barang-barang narkotilka. Narkotilka belrupa sabu cailr dan 

dilsellundupkan dalam jumlah belsar mellaluil jalur laut melrupakan modus baru 

pelnyellundupan yang melnge ljutkan. Se llailn narkoba dan mi lnuman kelras, aparat bela cukail 

juga belrhasill melnilndak pelnye llundup ailrsoft gun daril Delnmark selrta majalah dan mainan 

porno dari Jepang.
12

 

Be lbelrapa kasus pelnye llundupan yang tellah belrhasill dilgagalkan olelh Bela Cukail salah 

satunya adalah kasus pelnyellundupan arca ratusan tahun dil Tanjung Pri lok pada bulan 

Selptelmbelr 2014. Pe lnye llundupan elksportasil  Cagar Budaya yang dilkilrilm lelwat 

telrmilnal peltil kelmas dil Jakarta Ilntelrnatilonal Contailne lr Te lrmilnal (JIlCT) te lrdilri l daril 

dua be lnda cagar budaya. Yang pe lrtama be lrbelntuk ke lpala arca dan yang keldua adalah 

relli lelf yang belrusi la ratusan tahun. Belnda cagar budaya iltu di lduga akan dilse llundupkan 

kel Iltalila. Ke ldua belnda cagar budaya telrse lbut di lsellundupkan delngan cara dilcampur 

belrbagail jelni ls barang lailn se lpelrti l kelrajilnan kayu, gucil, kelramilk dan patung daril 

batu.10 Kantor Willayah Dilre lktorat Jelnde lral Be la dan Cukail Khusus Kelpulauan Rilau 

melncatat pelnggagalan ilmpor puluhan 

 

 

12
 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2019, 

Hal 13 
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jelni ls barang i llelgal selpanjang tahun 2014 nillailnya melncapail lelbi lh daril Rp. 45 

 

llar dan seldilkiltnya ada 34 pelnilndakan. 

 

Me lnurut data, pelnilndakan telrselbut te lrdilril daril 7 (tujuh) kalil pe lnilndakan atas 

komodiltas narkotilka, psilkotropilka dan prelkusor. Kelmudilan melnurut data yang 

sama ada 7 (tujuh) kalil pelnilndakan atas komodiltas pakailan be lkas (ballprelsse ld), 

total selbanyak 5.000 ball. Sellailn iltu, selbanyak 15 (lilma bellas) kalil pe lnilndakan atas 

komodiltas bawang delngan belrat total 320 ton. Kantor Willayah Dilre lktorat Jelnde lral 

Bela dan Cukail Khusus Kelpulauan Rilau juga melncatat tellah be lrhasill mellakukan 

pelnilndakan atas komodiltas belrupa Ammonilum Niltrael, total se lbe lrat 85 ton. Selrta 3 

(tilga) kalil pe lni lndakan atas komodiltas bahan pangan utama (se lmbako) delngan total 

belrat 350 ton. Me llaluil apa yang tellah diljabarkan se lbe llumnya, maka pelne lliltilan 

ilnil pe lntilng untuk dillaksanakan melngilngat dil I lndonelsi la tilngkat tilndak pildana 

kelpabelanan sangat tilnggil, yang notabelne l tilndak pildana kelpabelanan telrse lbut sangat 

belrpotelnsi l dalam melnyumbang kelrugilan monelte lr bagil ne lgara. 

Pada Delse lmbe lr 2020, total barang pada Pellabuhan bom baru yang di lbongkar 

selbanyak 116.897 ton atau nailk 12,82 pe lrse ln dilbandilngkan de lngan Novelmbelr 

2020. Se ldangkan, barang yang dilmuat selbanyak 186.142 ton, nailk 29,27 pelrseln 

dilbandilng Nove lmbelr 2020. Selpanjang Januaril - De lselmbelr 2020, se lcara 

kelse lluruhan jumlah bongkar muat barang dalam nelgelril yang telrcatat dil Pe llabuhan 

Boom Baru selbanyak 2.278.190 ton, nailk 1,71 pelrse ln dilbandilng 

pe lrilode l yang sama tahun 2019. Pada Delselmbelr 2020, jumlah bongkar muat 
 

13
 Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia, 

http://annisaapriliastory.blogspot.com/2015/02/makalahtindakpidanapenyelundupan. diakses tanggal 13 

oktober 2024 pukul 14.30 WIB 

http://annisaapriliastory.blogspot.com/2015/02/makalahtindakpidanapenyelundupan
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barang daril luar nelgelril dil Pe llabuhan Boom Baru Palelmbang telrcatat selbanyak 

214.917 ton, nailk 10,27 pe lrse ln dilbandilng Novelmbelr 2020. Jumlah barang yang 

dilbongkar telrcatat selbanyak 104.709 ton, nailk 31,51 pelrse ln di lbandilngkan delngan 

Novelmbelr 2020. 

Jumlah barang yang dilmuat pada Delse lmbe lr 2020 selbanyak 110.208 ton, turun 4,40 

pelrseln dilbandi lng Nove lmbelr 2020. Selpanjang Januaril - De lselmbelr 2020 se lcara 

kelse lluruhan jumlah bongkar muat barang luar nelgelril yang telrcatat dil Pellabuhan Boom 

Baru selbanyak 1.947.893 ton, nailk 5,28 pelrseln dilbandilng pe lrilode l yang sama tahun 

2019. Pelrge lrakan elkonomi l dil Pellabuhan Boom Baru iltu melmbuat PT Pellabuhan 

Ilndone lsila IlIl (IlPC) Cabang Palelmbang melnarge ltkan kelnailkan trafilk pelti l kelmas 

selbe lsar 4 pelrseln pada 2021.Gelne lral Managelr IlPC Cabang Palelmbang Sillo Santoso 

melngatakan pelrusahaan optilmi lstils targelt telrse lbut dapat telrcapail karelna telrjadil 

pelrtumbuhan posiltilf untuk elkspor komodiltas Sumsell kel seljumlah nelgara elkspor seljak 

selme lstelr IlIl tahun lalu. 

Be lrdasarkan urailan latar bellakang dilatas, maka pelnuli ls telrtarilk untuk melmbuat 

karya tulils i llmilah yang be lrbelntuk skri lpsil ilnil de lngan judul 

”PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN 

DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOM BARU PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

 

Belrdasarkan ilndi lkasil latar bellakang telrse lbut dilatas maka dalam pelnellilti lan ilnil dapat 

diltarilk rumusan masalah yailtu: 
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1. Bagailmana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pelmalsuan 

Dokume ln Elkspor Ilmpor Dil Pellabuhan boom baru palembang? 

2. Apa Upaya Pecegahan Aparat Pelne lgak Hukum Dalam Me lnanganil Kasus 

Pelmalsuan Dokumeln Elkspor I lmpor Dil Pelabuhan Boom Baru Palembang? 

C. Ruang Lingkup 

 

Ruang Lilngkup Pe lnelli ltilan Pe lnelli ltilan ilni l melrupakan jelnils pelne lliltilan i lnil adalah 

pelnellilti lan yang dillakukan telrhadap varilabe ll mandilril, yailtu tanpa melmbuat 

pelrbandilngan, atau melnghubungkan delngan varilabell yang lailn (Sugilyono, 1999:6). 

Tujuan pelnelliltilan delskrilptilf adalah untuk melmbuat mellilhat kajilan nyata dalam belntuk 

akurat melngelnai l fakta, silfat selrta hubungan antara belrbagail felnomelna yang 

dilse llildi lkil. Pe lne lliltilan ilnil belrtujuan untuk melnguji l dan melmbelrilkan buktil elmpilrils 

te lntang pelmalsuan data elkspor dan ilmpor yang ada dil Ilndone lsila delngan kasus yang 

belragam delngan be lrbagail hambatan dalam pelnyellelsi lan hukum. 

D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan diladakannya pelnelli ltilan ilni l adalah: 

 

1. Untuk Me lnge ltahuil Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pe lmalsuan 

Dokume ln Elkspor Ilmpor Di l Pellabuhan boom baru palembang 

2. Untuk Melngeltahuil Pecegahan Aparat Pelne lgak Hukum Dalam Me lnanganil 

Kasus Pe lmalsuan Dokume ln Elkspor Ilmpor Di l Pelabuhan Boom Baru 

Palembang 
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E. Manfaat penelitian 

 

Hasill daril pe lne lliltilan ilni l dilharapkan melmpunyail manfaat: 

 

1. Selcara telori ltils, pe lne llilti lan ilnil dapat melmbe lrilkan sumbangan illmilah, 

pelmilki lran dan ildel  selgar se lrta sarana unutk melmahamil matelril elkspor dan 

ilmpor selrta modus pelmalsuannya. 

2. Se lcara praktils, pe lne lli ltilan ilnil dapat dilgunakan untuk melngeltahuil se lrta 

melngilde lntilfilkasil tilndak pildana telrhadap kasus pe lmalsuan data elxpor 

ilmpor dil pellabuhan bom baru dil palelmbang 

F. Kerangka Konseptual 

 

Pe lnelrapan sanksil  pildana atau pelnjatuhan sanksil  pildana adalah 

melne lrapkan, melnjatuhkan hukuman selsuail de lngan aturan-aturan yang belrlaku, 

dalam hal ilnil karelna mellakukan tilndak pildana maka aturan-aturan yang dilmaksud 

adalah aturan-aturan pidana.
14

 

Pelmalsuan selbagailmana pada Kamus Belsar Bahasa Ilndone lsila pelngelrtilan kata 

pelmalsuan yang belrasal daril kata dasar palsu dapat pelnuli ls silmpulkan ke ldalam 

pelngelrtilan yailtu prosels pelrbuatan curang atau tildak jujur telntang cara melmbuat 

selsuatu yang tildak tuleln, tildak sah, lancung, tilruan atau gadungan se lhi lngga 

melnye lrupail aslilnya. Adapun pe lngelrti lan pelmalsuan adalah pelrilstilwa pi ldana (dellilk) 

dilmana telrdapat unsur kelti ldakbelnaran atau palsu daril obye lk yang nampak seperti benar 

namun kenyataan bertentangan terhadap yang sebenarnya.
15

 

Dokume ln adalah kelrtas atau belnda lai ln yang belri lsi l  ilnformasil  atau 

 

ke ltelrangan yang dilsusun, dilpi llilh, atau dilbuat selcara publilk. Dokume ln dapat 
 

 

 

 

Hlm 33 

14
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Hlm 54 

15
 Barda Nawawie Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya, 2019. 
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be lrupa telks, angka, gambar, grafilk, atau kombilnasil  daril  be lrbagail  ellelmeln 

 

lrse lbut. 

 

Elkspor melnurut Pelraturan Pelmelrilntah Relpublilk I lndonelsi la nomor 10 tahun 2021 adalah 

kelgilatan melnge lluarkan barang daril daelrah pabelan, yang dilmaksud delngan daelrah 

pabelan adalah willayah Relpublilk I lndonelsila yang mellilputi l wi llayah darat, pelrailran dan 

ruang udara dil atasnya, selrta telmpat-telmpat telrtelntu dil Zona E lkonomil Elksklusi lf 

dan landas kontilneln delngan melmelnuhil ke ltelntuan dan pe lraturan yang belrlaku. 

Seldangkan untuk ilmpor melrupakan kelgilatan melmasukkan barang kel dalam daelrah 

pabelan. Pe lmasukan barang atau jasa daril luar nelgelril atau daelrah pabelan belrtujuan 

untuk dile ldarkan kel dalam nelgelri l atau daerah lalu lintas bebas.
17

 

Ilmpor adalah Ilmpor adalah kelgilatan melmasukkan barang atau jasa daril luar nelgelri l 

kel dalam suatu nelgara untuk melme lnuhil kelbutuhan dome lstilk. Ilmpor merupakan 

bagian dari perdagangan internasional yang melibatkan dua negara
18

 

Pe llabuhan Bom Baru adalah salah satu pe llabuhan belsar dil Palelmbang, Sumatelra 

Sellatan. Sellailn dilpakail untuk kapal logilstilk, pellabuhan ilnil juga dilpelrgunakan 

untuk kapal pelnumpang. Pellabuhan Boom Baru dil Palelmbang saat i lnil belrada dil bawah 

pelngellolaan PT Pellabuhan Ilndonelsila (Pelrse lro) atau Pellilndo, se lbuah BUMN yang 

belrgelrak dil bilsni ls kelpe llabuhanan. Selcara admilnilstratilf, Pe llabuhan Boom Baru 

masuk dalam willayah admilni lstratilf Kota Palelmbang. 

 

16
 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2019. 

Hlm 25 
17

 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor, 

https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html, diakses pada 15 oktober 2023, pukul 14.10 
18

 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor, diakses pada 15 oktober 2023, 

pukul 14.20 

http://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html
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Selhilngga se lcara fungsil, pellabuhan ilnil  juga melnjadil  pelndukung Pellabuhan 

Tanjung Api Api yang berada di Kabupaten Banyuasin.
19

 

G. Review Studi Terdahulu yang relevan. 

 

Hasill pelne lliltilan se lbellumnya yang dapat diljadilkan rujukan dalam pe lnelli ltilan ilni l, maka 

daril iltu tablel dilbawah ilni l dilsaji lkan hasill pelnellilti lan daril tablel telrdahulu selbagail 

belri lkut: 

 

 

No Nama Pelnelliltilan Judul dan Tahun Hasill Pe lnelliltilan 

1 Davild Selmuell 

Milllelnilo Mawi lra 

(Fakultas Hukum 

Unsrat) 

Pe lnelgakan Hukum 

Pe lmalsuan Dokumeln 

Ilmpor Olelh Badan 

Hukum Asilng 

Melnurut Undang- 

Undang Kelpabelanan 

Di l Ilndone lsi la 

(2021) 

Rumusan Tilndak Pildana 

Pe lmalsuan  Dokumeln 

Ilmpor Dapat Diltelmukan 

Dalam Uu Kelpabelanan 

Pasal 103. Dilbandilngkan 

Delngan Kuhp, Uu 

Ke lpabelanan Te llah Cukup 

Te lgas Melnelntukan 

Rumusan Dellilk Yang 

Dapat Me lncakup Belntuk- 

Be lntuk Tilndak Pildana 

Pe lmalsuan  Dokumeln 

I lmpor. Tilndak Pildana 

Kelpabelanan Yang Dilatur 

Dalam Uu 

Kelpabelanan   Melnjadil 

Suatu Tilndak Pildana 

Khusus Delngan Keltelntuan 

Hukum  Matelrill  Dan 

Hukum Formill Telrse lndi lri l. 

Dalam Hal Ilnil, Tilndak 

Pildana    Pelmalsuan 

Dokume ln I lmpor 

Dapat Melngacu Pada 

Hukum Matelri ll Yang 

Te lrkandung Dalam  Uu 

Kelpabelanan 
 

19
Kompas. Profil Pelabuhan Bom Baru, 

https://money.kompas.com/read/2023/07/19/072725626/profil-dan-sejarah-pelabuhan-boom-baru- 

palembang, diakses tanggal 14 oktober 2024 pukul 12.00 WIB 

https://money.kompas.com/read/2023/07/19/072725626/profil-dan-sejarah-pelabuhan-boom-baru-palembang
https://money.kompas.com/read/2023/07/19/072725626/profil-dan-sejarah-pelabuhan-boom-baru-palembang
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2 Andil Musadar 

Siltumorang 

( Uni lve lrsi ltas Dr. 

Soe ltomo) 

Pe lnelgakan Hukum 

Tilndak Pi ldana 

Ke lpabelanan Belrupa 

Pe lmalsuan Dokumeln 

Barang Elkpor olelh 

Pelnyildilk Bela Cukail 

Tanjung Pe lrak 

(2024) 

Pe lrmasalahan  telrkailt 

pelmalsuan dokumeln ilmpor 

pabelan  melngalamil 

pe lnilngkatan, maka daril iltu 

para pilhak bela cukail 

mellakukan upaya prelvelntilf 

untuk para pelgawai l bela 

cukail khususnya pada 

pelnyildi lk PNS de lngan 

melngadakan pellatilhan- 

pellatilhan khusus untuk 

melmbe lrantas   dan 

melmilnilmalilsilr  adanya 

ke lcurangan-kelcurangan 

yang  dillakukan    olelh 

oknum  pelrusahaan    atau 

pellaku   usaha    yang 

mellakukan kelgi latan dil be la 

cukail  tanjung pelrak Dan 

dilharapkan     dapat 

melmbelrilkan elfelk    jelra 

keltilka   hukuman   yang 

selsuail delngan Undang- 

Undang Ke lpabelanan tellah 

diltelrapkan delngan bailk 

dan telpat. 

3 Putu Ke lvi ln Saputra 

Ryadil  

(Unilvelrsiltas 

Udayana Balil) 

Pe lngaturan  Sanksil 

Pildana Telrhadap 

Pellaku Tilndak Pi ldana 

Pe lnye llundupan Dalam 

Undang-Undang 

Kelpabelanan 

(2022) 

Tilndak pildana 

pelnyellundupan 

(smugglilng atau Smokklel) 

melrupakan pellanggaran 

dalam elkspor atau ilmpor, 

de lngan tildak melmelnuhi l 

pelraturan pelrundang- 

undangan yang belrlaku dan

 melnilmbulkan 

kelrugilan  bagil nelgara. 

Kelrugilan nelgara telrselbut 

dapat  dilkeltahuil  selpelrtil 

ke lkurangan uang yang 

nyata yang belrasal daril 

pungutan nelgara yang 

tildak dilbayar atau dilseltor 

ke lpada kas nelgara olelh 
pelnyellundup. 
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H. Metode Penelitian 

 

Meltodel pelne llilti lan melrupakan cara illmilah untuk melndapatkan data delngan tujuan dan 

kelgunaan telrtelntu. Meltodel Pe lne lliltilan be lrhubungan elrat delngan proceldurel, 

te lkni lk, alat selrta delsailn pe lnelli ltilan yang dilgunakan. Delsai ln pe lnelliltilan harus cocok 

dengan pendekatan penelitian yang dipilih.
20

 Dengan demikian dapat dilkatakan 

meltodel melrupakan unsur mutlak yang harus ada dalam pelnelliltilan. Adapun meltode l 

dalam pe lnulilsan hukum ilnil adalah selbagail be lrilkut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Pe lnelliltilan ilni l melnggunakan jelni ls pelnellilti lan yurildils e lmpilrils atau dilse lbut de lngan 

pelnelli ltilan lapangan yailtu melngkajil kelte lntuan hukum yang belrlaku selrta apa yang 

telrjadil dalam kelnyataannya dalam masyarakat. Pelne llilti lan yurildi ls e lmpilrils adalah 

pelne lliltilan hukum melngelnail pe lmbelrlakuan atau ilmplelmelntasil ke ltelntuan hukum 

normatilf se lcara iln actilon pada seltilap pelri lstilwa hukum telrtelntu yang telrjadil dalam 

masyarakat. Atau delngan kata lailn yailtu suatu pe lne lliltilan yang dillakukan telrhadap 

keladaan selbelnarnya atau keladaan nyata yang telrjadil di lmasyarakat delngan maksud 

untuk melnge ltahuil dan melne lmukan fakta fakta dan data yang dilbutuhkan, se ltellah data 

yang di lbutuhkan telrkumpul kelmudi lan melnuju ke lpada ildelnti lfilkasi l masalah yang 

pada akhilrnya me lnuju pada pelnye llelsailan masalah.21 

 
 
 
 

 
 

 
Hlm 12 

 

Hlm. 16. 

20
 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d, Bandung, Alphabet, 2019. 

21
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2020. 
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2. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang dilgunakan dalam pelne lliltilan i lnil adalah data Prilmelr: 

 

1. Sumbe lr Data Prilmelr adalah sumbelr data yang langsung melmbelrilkan data 

ke lpada pelngumpul data. Data dilkumpulkan selndi lril olelh pelne llilti l langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
22

 

Pe lrmasalahan yang dilte lliltil belrupa data, fakta atau keltelrangan yang 

dilpelrolelh se lcara langsung dil lapangan me lngelnail pe lrmasalahan yang 

diltelliltil. 

2. Sumbe lr Data Selkundelr adalah sumbelr data yang tildak langsung 

melmbelrilkan data kelpada pelngumpul data, milsalnya lelwat orang lailn atau 

lewat dokumen.
23

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

de lngan mellakukan kajilan-kajilan pustaka selrta melmpellajaril belrbagail 

liltelratur, karya illmilah, dokumeln, jurnal belrbagail tulilsan yang rellelvan 

de lngan matelri l yang dilbahas. Data selkunde lr dil bildang hukum, dilpandang 

daril sudut kelkuatan melngilkatnya, dapat dilbe ldakan melnjadil: 

1) Bahan Hukum Prilmelr (yailtu bahan-bahan hukum yang melmpunyail 

kelkuatan melngi lkat), yang telrdilri l daril Kiltab Undang-undang Hukum 

Pi ldana, Kiltab Undang-undang Hukum Acara Pildana, Undang-undang 

No. 10 Tahun 1995 telntang Kelpabelan dan Undang-undang No. 4 Tahun 

2004 telntang Kelkuasaan Ke lhakilman 

2) Bahan Hukum Selkundelr (bahan hukum yang tildak melmpunyail 

 

kelkuatan, dan hanya belrfungsil  selbagail  pelnjellas daril  bahan hukum 
 

22
 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. Hlm 20 

23
 Ibid, Hlm 22 
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prilmelr), yang telrdilril daril Belrkas pelrkara tilndak pi ldana kelpabelan daril Dilre lktorat 

Jelndral Bela dan Cukail, Hasill karya illmilah, pe lnulilsan hukum, hasill pelne lliltilan dan 

Silkap dan pelrillaku masyarakat telrhadap tilndak pi ldana pelmalsuan. 

3) Bahan Hukum Te lrsi le lr. Melrupakan bahan yang me lmbelrilkan ilnformasil  

telntang bahan hukum prilmelr dan bahan hukum selkundelr, milsal: 

bi lblografil, yurilsprode lnsi l, kamus hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Untuk melndapatkan data Prilmelr daril sumbelr data yang tellah dilse lbutkan 

dilatas, pelnulils melnggunakan telkni lk pelngumpulan data delngan me ltodel 

wawancara yang akan diladakan olelh pe lnulils untuk melndapatkan data yang 

di lpelrlukan dillaksanakan delngan cara tanya jawab langsung atau tatap 

muka guna melmpelrolelh bailk selcara li lsan maupun tulilsan se ljumlah 

ke ltelrangan dan data yang dilpe lrlukan dalam pelne lliltilan 

2. Untuk data selkundelr de lngan cara melmpellajaril bahan belrupa buku, 

pelraturan pelrundang-undangan yang telrkai lt, jurnal, hasill pe lnelli ltilan, artilkell 

dan sumbelr lailnya. 

4. Metode Analisis Data 

 

Dalam melnganalilsils data, dalam pelne lli ltilan ilnil pe lnuli ls me lnggunakan meltode l 

kualiltatilf. Dalam pelne llilti lan ilni l pe lnulils melnggunakan analilsils kualiltatilf delngan 

ilntelraktilf modell, yailtu kompone ln relduksil data dan pelnyajilan data dillakukan 

belrsama delngan pelngumpulan data, kelmudilan se lte llah data telrkumpul, 
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maka tilga komponeln telrselbut belrilntelraksil dan billa kelsilmpulan dilrasa kurang maka 

pelrlu ada velri lfilkasi l dan pelnellilti lan ke lmbalil melngumpulkan data dillapangan. 

I. Sistematika Penulisan 

 

Dalam pelnulilsan skri lpsi l i lni l me lngurail silste lmatilka pe lnelli ltilan kel dalam 4 (elmpat) 

bagilan bab pelmbahasan, antara lailn: 

Bab I Pendahuluan 

 

yaknil pelndahuluan, dilmana melmuat pelngantar selrta pelndahuluan pe lnulilsan yang 

dilkatelgorilkan kelmudilan dalam latar bellakang telntang pelrmasalahan, rumusan daril 

be lbelrapa masalah yang akan dilangkat, tujuan dillakukannya pelne llilti lan ilni l, manfaat yang 

helndak di lcapail me llaluil  pelnellilti lan, kajilan pustaka, selrta meltodel yang di lpilli lh dalam 

mellakukan pelne llilti lan dan kelmudilan si lste lmatilka telntang pelnuli lsan skrilpsi l. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

 

melmuat melnge lnail tilnjauan yurildils te lrhadap tilndakan pelmalsuan telrhadap 

dokumeln pada kelgilatan elkspor ilmpor belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan se lbagail 

sumbe lr hukum posiltilf dil I lndonelsi la yang melnaungi lnya guna melmpe lrolelh ke lmanfaatan 

daril nillail-ni llail yang telrkandung dildalam hukum atau pelraturan pelrundangan-

undangan telrkailt kelpabelanan iltu selndi lril. 

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan 

 

melmuat suatu analilsa yurildi ls pelmalsuan dokumeln di lmana pellakunya adalah pilhak yang 

melmpelrgunakan jasa kelpabelanan yailtu Pe llabuhan Utama pada kelgilatan e lkspor 

ilmpor barang 
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Bab IV Penutup. 

 

Adapun se lbagail pe lnulilsan akhilr darilpada pelne lliltilan ilni l, maka bagilan be lrilkut 

melmuat akan kelsi lmpulan dan saran atas be lrbagail  hal telrkailt pelrmasalahan dalam kasus 

milsdelclarel atau pellanggaran kelsalahan pelnulilsan de lskrilpsil barang yang dillakukan 

olelh pelngguna jasa ke lpabelanan. 
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